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PENJELASAN

Merupakan prosedur yang digunakan dalam rangka menanggapi permohonan informasi di
lingkungan Bank Indonesia. Adapun langkah -langkah  yang  dilakukan  adalah  sebagai  berikut:
1. Petugas informasi memeriksa kelengkapan administrasi dari setiap permohonan  informasi publik  
yang  diajukan ;
a. Jika administrasi telah lengkap, dilakukan pencatatan dalam buku  register permohonan ,
b. Jika administrasi  tidak lengkap , dikembalikan  kepada  Pemohon .

2. Petugas memverifikasi informasi yang  telah diregister dengan  melihat status informasi yang  
dimohonkan  dan ketersediaan  informasi  yang  dimohonkan .

• Informasi  yang  dimohonkan  terdapat  dalam DIP dan dikuasai  Petugas  Informasi.
Terhadap informasi ini, Petugas Informasi dapat langsung memberikan informasi tersebut kepada
Pemohon Informasi .

• Informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang terdapat dalam DIP, tetapi masih berada 
dalam penguasaan  Satuan  Kerja (PPID Operasional ).
Terhadap informasi ini, Petugas Informasi meneruskan permohonan  kepada  PPID Operasional  
dengan  tembusan  kepada  PPID Pelaksana  dan PPID.

• Informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang terdapat dalam DIK.
Terhadap  informasi  ini, Petugas  Informasi menyampaikan  permohonan informasi kepada PPID
Pelaksana agar  dibuatkan  surat penolakan  yang  ditandatangani  PPID.

• Informasi  yang  dimohonkan  belum terdapat dalam DIP dan DIK.
Jika informasi belum terdapat dalam DIP dan DIK, Petugas Informasi meneruskan permohonan
informasi kepada  PPID untuk  selanjutnya dikoordinasikan  dengan  PPID Operasional  guna  
menetapkan  status informasi  yang  dimaksud .

3. PPID menanggapi  permohonan  yang  diterima dengan  cara sebagai  berikut.
▪ Membuat  surat penolakan  kepada  Pemohon  Informasi atas permohonan informasi yang

terdapat dalam DIK.
▪ Berkoordinasi  dengan  PPID Operasional  dalam menetapkan  status atas informasi yang 

dimohonkan , tetapi belum ada dalam DIP dan DIK.
▪ Memastikan  PPID Operasional  menyediakan  informasi yang  termasuk dalam DIP dan menjadi  

objek permohonan  kepada  Petugas  Informasi.

4. PPID Operasional  wajib menjawab  permintaan  yang  disampaikan  PPID melalui Petugas  Informasi 
terkait dengan  permohonan  informasi  selambat-lambatnya  3 (tiga) hari kerja sejak permintaan  
tersebut diterima.

5. PPID Pelaksana membuat  surat jawaban  yang ditandatangani  PPID kepada  Pemohon  Informasi 
dan wajib disampaikan  selambat-lambatnya  3 (tiga) hari kerja sejak mendapat  penjelasan dari PPID 
Operasional . Surat Jawaban  PPID dapat berupa informasi perpanjangan  waktu  penyediaan  
informasi  yang  dimohonkan  atau informasi  berupa waktu  dan cara pengambilan  informasi  yang  
dimohonkan .

6. Surat jawaban yang telah ditandatangani PPID sebagaimana penjelasan Nomor 5 disampaikan 
kepada Pemohon Informasi dengan surat tercetak dan tanda terima.
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PENJELASAN

Keberatan atas jawaban PPID ditangani dengan prosedur sebagai berikut.
1. Petugas Informasi menerima dan memverifikasi permohonan keberatan yang

diajukan ;
a. jika administrasi telah lengkap, permohonan diregister dalam buku register,
b. jika administrasi tidak lengkap, dikembalikan kepada Pemohon .

2. Petugas informasi melanjutkan permohonan yang telah diregister kepada PPID.
3. PPID bersama dengan PPID Pelaksana menyiapkan berkas terkait dengan

permohonan keberatan dengan disertai rekomendasi tanggapan atas keberatan dan
draf surat tanggapan .

4. PPID selanjutnya menyerahkan berkas keberatan kepada Atasan PPID.
5. Atasan PPID menandatangani surat tanggapan dan menyampaikannya kepada

Pemohon melalui Petugas nformasi .



SOP Penetapan
dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
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Portofolio Informasi 
adalah 

Daftar informasi yang memuat atribut informasi Bank Indonesia yang dibutuhkan untuk menatausahakan dan 
mengidentifikasi Informasi Bank Indonesia. (PDG PIBI)

Portofolio Informasi seluruh Satker KP/KPw dikelola di Sharepoint Site: BI Portofolio Informasi

Silakan dipastikan Bapak Ibu sudah dapat membuka file excel Portofolio Informasi  masing-masing Satker

II. PORTOFOLIO INFORMASI 

https://bankindonesiagov.sharepoint.com/sites/BIPortofolioInformasi/SitePages/SCHome.aspx
https://bankindonesiagov.sharepoint.com/sites/BIPortofolioInformasi/SitePages/SCHome.aspx
https://bankindonesiagov.sharepoint.com/sites/BIPortofolioInformasi/SitePages/SCHome.aspx


© DIDD, DKom, DMST, DSDM 2025

II.3. Proses Penyusunan dan Persetujuan Portofolio Informasi

II. PORTOFOLIO INFORMASI 

Penyusunan Portofolio Informasi dilakukan oleh Satker Pengelola Informasi, untuk selanjutnya dilakukan persetujuan di level Dewan 
Gubernur (atribut DIP/DIK) dan Pemimpin Satker (atribut lainnya) 

Produsen Informasi

Steward 
Informasi

Manajer
Informasi

Pemimpin
Satker

Mencatat Informasi 
yang diproduksi 

oleh Uker
ke dalam Portofolio 

Informasi Mengkompilasi 
Portofolio 

Informasi Satker

Mengusulkan 
kepada 

Pemimpin Satker 
untuk 

menyetujui 
Portofolio Informasi 

Satker

Mereview dan Menyetujui
Portofolio Informasi

Satker

Setiap pegawai yang menyusun 
dan mengelola informasi

Penyusunan Portofolio Informasi Persetujuan Portofolio Informasi

• Portofolio Informasi atribut terkait Daftar Informasi 
Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIP/DIK) 
yang disampaikan Satker Pengelola Informasi akan 
dikompilasi oleh Koordinator PIBI, DMST, DKom, dan 
DSDM untuk selanjutnya diajukan ke KIBD.

• Persetujuan diputus melalui RDG.
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Berbagi pakai Informasi (one input multi purposes)
Portofolio Informasi sebagai Katalog Informasi, yang digunakan 
untuk
a. Pencarian informasi
b. Mengetahui pengelola informasi
c. Mengetahui klasifikasi kerahasiaan dan tingkat hak akses, 

sebagai dasar:
i. Prosedur permintaan informasi
ii. Penerapan pengamanan informasi

Acuan dalam penyusunan DIP/DIK 
sebagai dasar dalam pelaksanaan 
Layanan Informasi Publik, dalam 
rangka pemenuhan UU KIP.

Mengidentifikasi data pribadi di dalam 
informasi untuk digunakan sebagai acuan 
dalam rangka pengelolaan data pribadi sesuai 
UU Pelindungan Data Pribadi

1

2 3

II.2. Tujuan Penyusunan Portofolio Informasi

II. PORTOFOLIO INFORMASI 
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Atribut Pendefinisian Informasi

II. 5. Atribut pada Portofolio Informasi
Atribut pada Portofolio Informasi terbagi ke dalam 7 besaran kelompok yang memiliki dasar pengaturan masing-masing

• Diisi untuk seluruh Informasi yang dihasilkan Satker Pengelola Informasi

• ROPA, Hanya diisi untuk seluruh Informasi yang merupakan Data Pribadi

• DPIA, Hanya diisi untuk seluruh Informasi yang merupakan Data Pribadi dan memiliki Potensi Risiko 
Tinggi

II. PORTOFOLIO INFORMASI 

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sektor
Satker

Satker 
Pengelo

la
GrupDivisi

Tim/Un
it

Tugas 
Poko

k

Produ
k 

Poko
k

Nama 
Inform

asi

Definisi
/

Penjela
san

Tertuju
/

Penggu
na

Substa
nsi 

Kebijak
an

Atribut d.r. PDG PIBIII

1 2 3

Tahap Informasi 
(3P)

Jenis 
Informasi

Objek 
Informasi

Atribut d.r. DIP/DIK (PDG KIP)III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Status 
Dokumen

Klasifikasi 
Informasi

Informasi 
Publik/Dike

cualikan

Retensi 
Kerahasia

an

Dasar/ 
Alasan 

Pengecuali
an

Konsekuen
si/

Pertimbang
an bagi 
Publik

Waktu 
Penerbit

an

Lokasi 
Penerbita

n

Format 
Informasi

Retensi 
Informasi

Atribut d.r. PDG MIKKIV

1 2

Aplikasi/ 
Platform

Tingkat Hak 
Akses Internal

Atribut d.r. ROPA (PDG PDP)V

1 2 3

*Data 
Pribadi

*Jenis Data 
Pribadi

*Kategori 
Subjek

Atribut d.r. Penilaian Dampak PDP/DPIA (PDG PDP)VI

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Langkah meminimalkan 
penggunaan Data Pribadi

Sumber 
Risiko

Jenis 
Risiko

Potensi 
Dampak

Nilai 
Kemungkinan

Nilai Dampak
Nilai Risiko 

Dasar
Langkah 

Pengendalian
Target nilai 
risiko akhir

Atribut d.r. Penilaian Dampak PDP/DPIA (PDG PDP)VI

1 2 3 4

Kriteria 
Risiko

Tujuan 
Pemrosesan

Deskripsi Kegiatan 
Pemrosesan Data

Cara lain untuk mencapai hasil yang sama, 
tanpa menggunakan Data Pribadi
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II.5. a. Atribut d.r. Pendefinisian Informasi

Kolom diisi dengan klasifikasi Sektor Satuan Kerja sebagaimana PDG No. 25 Tahun 2025 tentang Organisasi Bank 
Indonesia. Dropdown informasi memiliki cakupan sebagai berikut: 

Sektor Satker

II. PORTOFOLIO INFORMASI 

1
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II.5. a. Atribut d.r. Pendefinisian Informasi

Kolom diisi dengan Tugas Pokok dan Produk Pokok Satker merujuk PADG Intern No. 69 Tahun 2025 serta prinsip
proses bisnis D-A-R-I-T-MI.

II. PORTOFOLIO INFORMASI 

Tugas Pokok7

Produk Pokok8



© DIDD, DKom, DMST, DSDM 2025

II.5. a. Atribut d.r. Pendefinisian Informasi

Kolom diisi dengan nama informasi yang dihasilkan oleh masing-masing Uker (informasi output) dalam rangka 
pelaksanaan tugas pokok. Informasi yang didaftarkan adalah bentuk nyata di lapangan dari produk pokok yang 
tertuang pada PADG Organisasi atau ketentuan terkait proses bisnis yang dilaksanakan.

Penamaan informasi mengikuti beberapa hal berikut:
• Menggunakan kata benda, yang merupakan produk informasi yang dihasilkan dalam pelaksanaan 

tugas/kewenangan Uker). Bukan berupa tugas pokok/kata kerja.
       Misal: Materi Diseminasi Kebijakan Moneter
• Tidak dimulai dengan kata “Data” atau “Informasi”, karena sudah merupakan nama Informasi
• Spesifik menggambarkan konten dari informasi tersebut. Bukan hanya bentuk dokumennya saja.
       Misal: Laporan Pelaksanaan Survei Kegiatan Dunia Usaha.
• Ditulis secara lengkap, tidak dalam bentuk singkatan atau akronim. Singkatan dapat dilengkapi dalam kurung.
       Misal: Laporan Produk Domestrik Regional Bruto (PDRB)
• Dapat merupakan informasi yang didapatkan dari pihak eksternal BI dengan berdasarkan permintaan terhadap 

pihak tersebut (misal: data dari Dinas/KL yang didapatkan Satker berdasarkan permintaan).
• Untuk informasi yang diperuntukkan bagi internal dan eksternal BI, dengan konten yang (sedikit) berbeda, 

dicantumkan sebagai 2 informasi (2 row), dimana nama informasi utk eksternal ditambahkan kata “Publikasi” di 
depannya. Perhatikan perbedaan klasifikasi antara kedua informasi tersebut.

Nama Informasi

• Diisi dengan pihak yang dapat menggunakan/mendapatkan Informasi.

• Stakeholder internal di level divisi/unit ditulis secara lengkap dengan format: 
[Satker]-[Divisi atau Kelompok] atau [Satker]-[Divisi]-[Unit] dan berupa singkatan.
Contoh: Kelompok KKD di DIDD, ditulis DIDD-KKD.

Kolom ini diisi dengan keterangan singkat informasi tersebut. 
Agar dilengkapi dengan informasi input dari pihak eksternal BI yang bersifat terbuka (misal data dari web BPS)

II. PORTOFOLIO INFORMASI 

9

Definisi/Penjelasan10

Tertuju/Pengguna11
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II.5. a. Atribut d.r. Pendefinisian Informasi

Kolom diisi dengan cara mengidentifikasi Informasi yang sudah didaftarkan dengan klasifikasi Bauran Kebijakan 
Bank Indonesia. Merujuk PDG No. 1 Tahun 2025 dan PDG No. 2 Tahun 2025.

Substansi Kebijakan

II. PORTOFOLIO INFORMASI 

12

Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK)Bauran Kebijakan Bank Sentral (BKBS)

Kebijakan

Utama

Kebijakan 

Pendukung

1. Moneter

2. Sistem 

Pembayaran

3. Makroprudensia

l

1. Kebijakan Ekonomi dan 

Keuangan Daerah;

2. Kebijakan Pasar Uang dan 

Pasar Valuta Asing;

3. Kebijakan Inklusi dan 

Hijau;

4. Kebijakan Ekonomi dan 

Keuangan Syariah

5. Kebijakan Internasional

6. Kebijakan Pelindungan 

Konsumen; dan

7. Kebijakan Pendukung 

Lainnya

Dukungan

Organisasi
Sumber

Daya

Tata

Kelola

1. Manajemen 

Strategis dan 

Program Kerja;

2. Manajemen 

Proses Bisnis 

dan Fungsi 

Organisasi; 

1. Manajemen 

Sumber Daya 

Keuangan dan 

Pengelolaa 

Kekayaan;

2. Manajemen 

Sumber Daya 

Manusia; dan 

3. Manajemen 

Aset, 

Pengadaan dan 

Proyek

1. Manajemen 

Fungsi Hukum;

2. Manajemen 

Risiko; dan

3. Manajemen 

Audit Intern
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Guiding Principles dan Klasifikasi Informasi (1/2) 

Rahasia 

Ketat 

Rahasia 

Terbatas

Terbuka

Informasi Rahasia Ketat adalah Informasi Bank Indonesia yang substansinya tidak dapat 
diungkapkan kepada pihak eksternal kecuali dalam kondisi tertentu.

Informasi Rahasia Terbatas adalah Informasi Bank Indonesia yang substansinya hanya dapat 
diungkapkan kepada pihak eksternal dengan tata cara tertentu.

Informasi Terbuka adalah produk akhir Informasi Bank Indonesia tertentu yang dapat disampaikan 
kepada pihak eksternal. 

1. Informasi yang masih dalam proses (inisasi- verifikasi, dan Rekomendasi)
2. Informasi yang harus dijaga oleh ADG, pegawai, serta pihak yang 

diperkerjakan oleh BI.  
3. memuat subtansi yang bersifat rahasia jabatan
4. memiliki risiko dampak kebocoran tinggi
5. memuat data pribadi, kecuali data pribadi yang bersifat umum dan 

merupakan materi publikasi Bank Indonesia
6. Substansi yang terkait dengan tugas kritikal BI

1. Informasi yang harus dijaga oleh ADG, pegawai, serta pihak yang diperkerjakan oleh BI.  
2. memuat subtansi yang bersifat rahasia jabatan
3. memiliki risiko dampak kebocoran sedang
4. substansi yang bersifat sensitif di luar tugas kritikal Bank Indonesia

1. Informasi Bank Indonesia yang dihasilkan dalam tahap pemanfaatan dan ditetapkan 
sebagai Informasi Bank Indonesia yang dapat disediakan dan/atau diumumkan kepada 
pihak eksternal  

2. tidak memiliki risiko dampak kebocoran
3. Ketentuan atau Keputusan diluar Tugas Kritikal BI dan tidak bersifat sensitif

Hak Akses diberikan kepada:

• ADG

• Pegawai dan/atau pihak yang dipekerjakan BI yg 
mengelola Informasi

• Pegawai dan/atau pihak yang dipekerjakan BI 

sesuai tugas  dan kewenangan

Seluruh
• ADG

• Pegawai dan/atau pihak yang dipekerjakan BI yg mengelola 
Informasi

• Pegawai dan/atau pihak yang dipekerjakan BI

Rahasia Ketat dan Rahasia Terbatas

Terbuka

Ketentuan lebih detail mengenai Hak Akses diatur di PDG MIKK

Ekslusif Selektif Rilis

Guiding Principles Klasifikasi Informasi

Semua Informasi Bank Indonesia bersifat 

rahasia, kecuali diputuskan sebagai 

Informasi Terbuka dan/atau dapat 

dipublikasikan

1

penetapan kriteria Klasifikasi Informasi Bank Indonesia dilakukan dengan: 

1. mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

2. mempertimbangkan aspek risiko dan dampak kebocoran Informasi Bank Indonesia; dan

3. menggunakan metodologi dan prosedur yang jelas.

2
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PDG KIP, 
Berdasarkan UU KIP

II. 5. c. Atribut d.r. DIP/DIK (PDG KIP)
Klasifikasi perolehan informasi yang diterapkan di Bank Indonesia mengacu pada 2 ketentuan: 

PDG No. 22 tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Bank Indonesia, dan UU KIP No. 14 tahun 2008 

II. PORTOFOLIO INFORMASI 

Klasifikasi Informasi
(penjelasaan rinci terdapat pada slide berikutnya)

2 Informasi Publik/Dikecualikan
(penjelasan rinci terdapat pada slide berikutnya)

3

Pasal 18 PDG PIBI

Dikecualikan
*merupakan: Rahasia Negara, rahasia 
usaha, rahasia pribadi, rahasia jabatan.

Setiap Saat berdasarkan 
permintaan 

Diumumkan Berkala

Diumumkan Serta Merta

Rahasia Ketat

Rahasia Terbatas

TerbukaK
L
A

S
IF

I
K

A
S

I 
I
N

F
O

R
M

A
S

I
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1. Informasi Publik yang Dikecualikan 
Informasi yang bersifat rahasia sesuai UU, kepatutan dan kepentingan umum berdasar pengujian konsekuensi dengan 
pertimbangan bahwa menutup Informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.

2. Informasi Publik

• Informasi Pasif

➢ Tersedia Setiap Saat
• Wajib disediakan oleh badan publik.

• Informasi pasif, artinya untuk memperolehnya harus dilakukan dengan pengajuan permintaan.

• Informasi Aktif

➢ Serta Merta
• Wajib diumumkan secara serta merta oleh badan publik.

• Menyangkut kepentingan /ancaman terhadap hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

• Wajib diumumkan seketika tanpa penundaan pada saat terjadinya keadaan yang dapat mengancam hajat 
hidup orang banyak dan ketertiban umum.

➢ Berkala
• Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik.

• Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara (dalam media) yang mudah dijangkau masyarakat dan
dalam bahasa yang mudah dipahami.

Diisi dengan klasifikasi informasi yang ditetapkan berdasarkan UU KIPInformasi Publik/Dikecualikan 3

II. 5. c. Atribut d.r. DIP/DIK (PDG KIP)
II. PORTOFOLIO INFORMASI 
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II. 5. c. Atribut d.r. DIP/DIK (PDG KIP) – Retensi Kerahasiaan

Retensi Kerahasiaan diisi dengan jangka waktu yang diatur dalam PP No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, Pasal 5 sampai 9

II. PORTOFOLIO INFORMASI 

Retensi Kerahasiaan4
Kolom ini diisi dengan jangka waktu berlakunya kerahasiaan informasi.

Hanya diisi untuk informasi dengan klasifikasi informasi Rahasia Terbatas dan Rahasia Ketat yang kerahasiaannya berlaku 
dalam jangka waktu tertentu. Contoh: “3 tahun”.

CATATAN: Isian kolom Retensi Kerahasiaan disamakan dengan isian kolom Retensi Informasi. Retensi kerahasiaan dan informasi 
tidak bisa permanen.
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II. 5. c. Atribut d.r. DIP/DIK (PDG KIP) – Dasar Pengecualian

No. Dasar/Alasan 
Pengecualian

Indikator

1 Pasal 17 huruf a angka 1 Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana 

2 pasal 17 huruf a angka 2 Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana 

3 pasal 17 huruf a angka 3 Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana- rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan 
penanganan segala bentuk kejahatan transaksional 

4 Pasal 17 huruf a angka 4 Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya 

5 Pasal 17 huruf a angka 5 Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan atau prasarana penegak hukum 

6 Pasal 17 huruf b Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu 
kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

7
Pasal 17 huruf c angka 1 

Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penilaian 
sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi 
dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri 

8
Pasal 17 huruf c angka 2 

Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau 
evaluasi 

9 Pasal 17 huruf c angka 3 Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan negara serta rencana 
pengembangannya 

II. PORTOFOLIO INFORMASI 

Dasar/Alasan Pengecualian5 Kolom ini diisi dengan dasar hukum/alasan mengapa informasi dikecualikan yang mengacu kepada UU KIP. 
Contoh: Pasal 17 huruf b.
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No. Dasar/Alasan Pengecualian Indikator

10 Pasal 17 huruf c angka 4 Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer 

11
Pasal 17 huruf c angka 5 

Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi 
negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan NKRI dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara 
lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagau rahasia atau sangat rahasia 

12 Pasal 17 huruf c angka 6 Sistem Persandian Negara 

13 Pasal 17 huruf c angka 7 Sistem Intelijen Negara 

14 Pasal 17 huruf d Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat 
mengungkapkan kekayaan alam Indonesia 

15 Pasal 17 huruf e angka 1 Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara 

16 Pasal 17 huruf e angka 2 Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan 

17 Pasal 17 huruf e angka 3 Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan 
negara/daerah lainnya 

18 Pasal 17 huruf e angka 4 Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti 

19 Pasal 17 huruf e angka 5 Rencana awal investasi asing 

20 Pasal 17 huruf e angka 6 Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya 

21 Pasal 17 huruf e angka 7 Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang 

II. PORTOFOLIO INFORMASI 

Dasar/Alasan Pengecualian5

II. 5. c. Atribut d.r. DIP/DIK (PDG KIP) – Dasar Pengecualian
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II. 5. c. Atribut d.r. DIP/DIK (PDG KIP) – Dasar Pengecualian

No Dasar/Alasan 
Pengecualian

Indikator

22 Pasal 17 huruf f angka 1 Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional

23 Pasal 17 huruf f angka 2 Korespondensi diplomatik antar negara 

24 Pasal 17 huruf f angka 3 Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional 

25 Pasal 17 huruf f angka 4 Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri 

26 Pasal 17 huruf g Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemampuan terakhir ataupun 
wasiat seseorang 

27 Pasal 17 huruf h angka 1 Dapat mengungkap riwayat dan kondisi anggota keluarga

28 Pasal 17 huruf h angka 2 Dapat mengungkap Riwayat, kondisi dan perawatan; 

29 Pasal 17 huruf h angka 3 Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

30 Pasal 17 huruf h angka 4 Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang 

31 Pasal 17 huruf h angka 5 Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satian pendidikan 
nonformal 

32 Pasal 17 huruf i Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan 
Komisi Informasi atau pengadilan 

33 Pasal 17 huruf j Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

31 Pasal 6 ayat (3) huruf d Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan 

II. PORTOFOLIO INFORMASI 

Dasar/Alasan Pengecualian5
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II. 5. c. Atribut d.r. DIP/DIK (PDG KIP) – Dasar Pengecualian

Kolom ini diisi dengan waktu diterbitkannya informasi.
• Jika informasi diterbitkan satu kali, maka diisi dengan bulan dan tahun penerbitan. Contoh: Januari 

2024.
• Jika informasi diterbitkan secara berkala, maka diisi dengan tanggal dan periode penerbitan. Contoh: 

Tanggal 1 setiap bulan
• Jika informasi diterbitkan tidak secara berkala, maka diisi dengan hal yang men-trigger penerbitan 

informasi. Contoh: Setiap kali pelaksanaan kegiatan.

II. PORTOFOLIO INFORMASI 

Waktu Penerbitan Informasi7

Kolom ini diisi dengan lokasi (kota) diterbitkannya Informasi, untuk semua satker KP diisi DKI Jakarta dan 
satker KPw dapat memilih Lokasi KPw masing-masing. Contoh: KPwBI Prov. DKI memilih DKI Jakarta.

Lokasi Penerbitan Informasi8

Kolom ini diisi dengan konsekuensi apabila DIK dibuka kepada publik dan referensi ketentuan.
• Pengisian kolom dimaksud merupakan langkah antisipasi apabila terdapat permohonan informasi yang 

masuk ke dalam DIK Satker.
• Apabila terdapat ketentuan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan informasi dapat dicantumkan 

dalam kolom ini. Contoh: PDG, PADG, UU.

Konsekuensi/Pertimbangan bagi 
Publik

6
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II. 5. c. Atribut d.r. DIP/DIK (PDG KIP) – Dasar Pengecualian

II. PORTOFOLIO INFORMASI 

Kolom Retensi Informasi diisi dengan jangka waktu penyimpanan informasi.

Jika satu informasi berupa lebih dari 1 format (misal Digital dan Nondigital), maka cantumkan 
retensi seluruh format, dengan dipisahkan titik koma (“;”). Contoh: 3 tahun (Digital); 20 tahun 
(Nondigital).

Pengisian retensi informasi mengacu pada Klasifikasi Masalah dan Jadwal Retensi Arsip Bank 
Indonesia (KMJRABI) yang terdapat pada SE MDBI. 

Jika Informasi masuk dalam Informasi Rahasia Ketat dan Terbatas maka isian kolom Retensi 
Kerahasiaan sama dengan isian kolom Retensi Informasi.

Retensi Informasi10

Diisi format informasi, yaitu Digital atau Nondigital.
Jika satu informasi dapat berupa lebih dari satu format, maka dapat memilih Digital dan Nondigital.
Catatan: Informasi Digital dapat berupa informasi dengan format softcopy atau yang dikelola 
menggunakan aplikasi.

Format Informasi9
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Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang Dikecualikan, wajib dilakukan pengujian konsekuensi

Satuan Kerja dapat mengisi Lembar Uji Konsekuensi 
berdasarkan tab “DIK” dalam Excel Portofolio Informasi 2025

• Kolom “Informasi” pada Lembar dapat merujuk dari Kolom 
“Nama Informasi”;

• Kolom “Dasar Hukum Pengecualian Informasi” pada Lembar 
dapat merujuk dari Kolom “Alasan Pengecualian”;

• Kolom Konsekuensi pada Lembar dapat merujuk dari 
Kolom “Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik” tab 
Template Portofolio; dan

• Kolom Jangka Waktu pada Lembar dapat merujuk dari 
Kolom “Jangka Waktu Pengecualian”.

Tabel Nama, Jabatan, Unit Kerja dapat diisi oleh pihak yang 
bertanggungjawab dalam pengisian DIP DIK dari Satuan Kerja 
masing-masing.

Lembar Pengujian Konsekuensi Satuan Kerja akan 
dikompilasi menjadi kesatuan Lembar Uji Konsekuensi BI-
wide.

Lembar Uji Konsekuensi



Berikut merupakan contoh pengisian Lembar Uji Konsekuensi terkhusus Informasi terkait 
DKOM - Program Sosial Bank Indonesia

Contoh Pengisian Lembar Uji Konsekuensi

Informasi
(berisi informasi 

tertentu yang akan 
dikecualikan)

Dasar Hukum 
Pengecualian 

Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik
(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)

Jangka Waktu
(disebutkan jangka 

waktunya)
Dibuka Ditutup

Dokumen Pelaksanaan PSBI 
atas Inisiatif Eksternal

UU KIP Pasal 17 (i) dan (j) Informasi ditutup dengan beberapa 
pertimbangan, seperti:
• Menurut Pasal 17 (i), informasi 

memiliki potensi intervensi pihak 
lain terhadap fokus prioritas, alokasi 
anggaran program dan jadwal 
pelaksanaan. 

• Mengurangi kebebasan dalam 
pengajuan usul, komunikasi, atau 
pertukaran gagasan sehubungan 
dgn pengambilan keputusan; 

• Menghambat kesuksesan kebijakan 
karena adanya pengungkapan lebih 
dini.

• Pasal 17 huruf j, mengenai informasi 
yang tidak boleh diungkapkan 
menurut UU, seperti UU Perbankan 
(KTP, NPWP, nomor rekening 
pribadi/lembaga) dan UU PDP.

• Termasuk DIK sebagaimana UU KIP 
Pasal 6 ayat (3).

30 tahun

Ketentuan PSBI (PADGI dan 
SOP PSBI)

UU KIP Pasal 17 huruf (j) Penutupan informasi lebih lanjut diatur 
PDG PIBI Pasal 34 Ayat 1 huruf d angka 2.

10 tahun
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